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ABSTRAK

Wilmas Herdifa, 03193047, skipsi dengan judul Tingkat Partisipasi Politik
Masvarakat [ Nagari Tahun 2004-2007 { Kasus di Kanagarian Gantung Ciri
Kecamatan  Kubung  Kabupaten  Solok ). Sebagai Pembimbing 1 Drs.
Bakaruddin Rosyidi Ahmad, M5 dan pembimbing 1T Doni Hendrik S.001%,
M.5Soe. Se. Skripsi ini terdiri dari 126 halaman dengan 17 referensi buku, 4
skripsi, 6 peraturan perundang-undangan,

Reformasi telah membawa peraliban era dari bersifat sentralistik kepada vang
ora demokrasi. dimana salah satu esensinya adalah partisipasi politik, Masvarakar di
beri kebehasan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi atau ikut sera secara politik
dalam penyelengearan pemerintahan.

Penelitian ini mengkaji menpenai Tingkat Parisipasi Politik Masvarakat di
Magark Gaontung  Cirl Kecamatan  Kubung  Kabupaten  Solok,  Penelitian ini
menggunakan teori tingkat partisipasi politik dengan menggunakan variahel staws
sosial ckonomi yaitu: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingka penghasilan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kuantitatif dengan tipe
perjelasan ( ekplonoory ) dan desain cross-sectional. Data dikumpulkan dengan
menggunakan kusioner dengan teknik wawancara langsung dengan responden | face
foface interview ). unit analisa data menggunakan  program kemputer SPSS 12,0
dan uji hipotesisnya menggunakan teknik CFi Syoare dan vang dissjikan dengan data
numerik yaiu abel rekoensi dan tabulasi silang,

Dari penganalisean Chi-Sguare dan Coefisens of Contingrency. peneliti
menemukan tingkat pendidikan dengan korelasi sebesar 0.226 dan jenis pekerjaan
dengan korelasi sehesar 0,119 vang berarti tidak punya hubungan dengan tingkat
partisipasi polilik masvarakat nagarl Gantung Cird, sedangkan tingkat penghasilan
dengan korelasi sebesar 0,386 yang berarti punya hubungan vang signifikan terhadap
Ungkar partisipasi pelittk masyarakal magad Gantung Ciri.

Kata kunei s Tiaghat Purtisipasi Pofitik, Status Sosiaf Ekonomi.
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Semenjak bergulicnva era reformasi pada tahun 1998, vang disepakan
sebagal era peralihan darl kekuasaan otoriter ke kekuasan demokratis dalam
perjatanan sejarah bangsa  dalam era reformasi in tklim demokrast sudab mula
ampak salah satunya dalam bentuk partisipasi politis  Demokrast tidak akan
berjalan tanpa partisipasi politik dari warga nu sendirs, i dikarnakan panisipasi
merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu Negara membatasi akses dan
keterlibatan warganya dalam sehap pengambilan keputusan, maka demokrasinyva
oclum dapat dikatakaan berkembang dengan baik Adava kebebasan dalam
masvarakal untuk menjalankan parisipasi polink menjadi ukuran terpenting
dalam  mebhat suatu eksistensi demokrasi dalam suaty Necara  Demokrasi
sehagal suata sistem politik berupava memberikan wadah seluas-luasnya kepada
Takvat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan
pemeriniahan.

hebebasan untuk berpatisipasi politik ini juga dapal dilakukan oleh
=asvarakal nagari Sebelum keluarnya UL No2Z tahun 1999 yane kemudian
—revist menjadi U7 No 32 whun 2004, vang mengadi 1olak ukur bagi pemerintah

“e=m penvelengearaan pemerintaban desa adalah UL Noos tabun 1979

scenz-imdang MocS b F9Y wenme Pemerintalian Dese



Menmerat UL No 5 tahus 1979 vang dimaksud Desa adalah suatu wilayah
vang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesptuan masyarakat termasuk di
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemenmniahan
terendlal langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tanzoanya sendirs dalam ikatan negara Kesatoan RI

Dilibat dart pasal 10 avat | UL Noo > tahun 1979 in maka fugas kepala
desa sangal berat, dimana ia harus bertangaung jawab atas vrusan rumah tangga
desa dan atas urusan pemerintahan umam. Di samping tugasnya sebagai kepala
desa, 14 juga menjabat schagai Ketua Lembaga Musvawarah Desa { LMD ) ° D4
sind kelihatan sangat mutlak kekuasean kepala desa sebagai penguasa iungeal

Hada masa pemerintahan Orde Baru ( 1906-1908), Kalangan nimik-mamak
pemangku adat, ulama, pemuda, pegawai negeri dan keluarganya, veteran dan
sebagainva dimebibisast untuk memenangkan Golkar pada setiap pemilu Orde
Bariz Bersamaan dengan itu, calon legislatil partai lain (PDL dan PPP} discleksi
=ecara kefal oleh pemenintab daerah dan aparal militer/kepolisian melalui Panitia
Yemilthan Daerah (PPD} tingkat | dan 11 yang diketoai oleh kepala daeral
masing-masing. Calon vang diragukan kesetiaannya kepada pemerintah dicoret
2z dafiar pencalonan. Akibatnya DPRD hasil pemilu, baik angoota vang
—znekat maupun vang dipilih tidak dapat diharapkan scbagai lembaga vang
membela kepentingan rakyvat.

Lembags kerapatan nagari (KN) vang bersifal  pon-politis  tetap

—oentzhankan selama satu dekade pertama kekvasaan Orde Baru Undang-
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Lindang MNomor 51979 tentang  penveragaman pemermiaban desa < selurub
wilayah  Indonesia diberlakukan pemerintab. akibatnva unit pemerintahan nagans
vang berlaku di Sumatera Barat selama berabad-abad dibapuskan Orde Baru.
jorang (hagian dari nagari) dijadikan sebazai unit pemerintaban desa/kelurahan ™
labatan kepala  dese  bersitat formal  sehingga  lebih mendahulukan
kepentingan pemerintah. 1a sekaligus memaci ketua vmum LKMD {Lembaga
Ketahanan Masvarakat Desa) vang menghimpun  kepemimpinan  formal
untuk menvukseskan pembanuunan.

Lembaga Musyawarah Desa { LMD} ) menurut pasal 147 UL Mo, 3 tahun
|97% adalah lembaga permusvawaratan atau permofakatan yvang keangootaan
terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-
pemuka masyarakal di desa vang bersangkutan, Hal ini jupa seiring dengan
pendapat kusnadi vang menyvatakan bahwa “Lembaga Musvawarah Desa { LMD )
=calah wadah permusyawaratan tokoh-tekoh masyarakal vang mempunyai tugas
—envalurkan pendapat masyarakat, yang kemudian diajukan kepada Kepala Desa.
Dalam pelaksanaan weas kepala desa dibantu oleh perangkat desa vaine sekretaris
desa dan kepala dusun

Kalau kita hubungkan Pemerintah Desa dengan Lembaga Masvarakat
=2 (LMD ), maka akan terlihat hahwa pejabat Pemerintahan Desz dan
sorangkat pemerintahan desa skan duduk pula schagai pejabat dalam Lembaza
“esvarakat Desa Dalam Pemerintahan Desa dan doa keputusan vaitn keputusan

“==2 dan keputusan kepala desa Kepuolusan desa adalah keputusan kepals desa

sy fembamonin Desa, Falowrtie o Soaedien, 1993 hal 20



Undang  Nomor 51979 tentang  penveragaman pemerintahan desa i seluruh
wilayah Indonesia diberlakukan pemerintah, akibatnva unit pemerintaban nagan
vang berfaku di Sumatera Barat selama berghad-abad dibapuskan Orde Bar,
jorong (hasian dari nagart) dijadikan sebaeai umi pemerintaban desakelurahan ™
labatan kepalz desa  bersifat  formal  sehingga  lebibh  mendahulukan
kepentingan pemerintah, ia sekaligus menjadi ketwa umum LKMD (Lembaga
ketahanan Masyarakat  Desa) vang  menghimpun  kepemimpinan  formal
antuk menvukseskan pembangunan:

Lembaga Musyawarah Desa | LMD ) menurut pasal 147 UL Mo, 3 talun
1879 adalah lembaga permusyawaratan atau permofakatan vang keangootaan
tercin atas kepala-kepala dusun: pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-
pemuka masyarakal di desa yang bersangkutan, Hal ini jupa seiring dengan
cendapat Kuseadi vang menvatakan bahwa “Lembags Musvawarah Desa { LMD )
zdalah wadah permusvawaratan tokoh-tokoh masyarakal yvang mempunyai tugas
menvalurkan pendapat masyarakat, yang kemudian diajukan kepada Kepala Desa.
Dzlam pelaksanaan tugas kepala desa dibaniu oleh perangkat desa vaitne sckretaris
2=sa dan kepala dusun.*

Kalay kia hubungkan Pemerintah Desa densan Lembaga Masvarakat
sz | LMD ), maka akan terhihat bahwa pejabat Pemerintahan Desa dan
seranchat pemerintaban desa akan duduk puls sebagai pejabat dalam Lembaga
Mesuarakal Desay Dalam Pemerintahan Desa dan dua keputusan yaitu keputusan

Sz dan keputusan kepala desa Keputusan desa adalah keputusan kepala desa

St Membrangren Dexg, lakara ;o Sawalavi, 1A hal. 21,

Lad



vang telah dimusvawarabkan dengan Lembags Masvarakat Desa dan keputusan
desa  adalah  kepetusan vang  fdak  dimusvawarahkan  dengan  Lembaga
“Musyawarah Desa

Kita ketehui bahwa sebelum reformasi; sistem pelitik vang berlangsung di
Indonesia adalab sistem politik yang tertulup, partisipasi masyarakat dianggap
sebagar sesuatu vang remeh dan tidak terlalu penting bagi pemerintah. Pemerimtah
selalu yakin bahwa dialah sato-satunyva aktor vang benar-benar tabu akan
cepentingan  dan kebutuhan masvarakat,  Atas nama  pembancunan  dan
wesgpahteraan yang ditafsirkan sepihak oleh pemerintah, kebijakan publik acapkali
membawa malapetaka bagr masyvarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam
croses pembuatan keputusan tersebut. Tidak adanya ruang vane diberikan oleh
semerintah untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan
<zonakan publik mengakibatkan kebijakan publik vang dibust seringkali tidak
s—suan dengan kebendak dan kebutuhan rakyat,

Dengan demikian terlihat jelas kelerlibatan masayvarakal sedikit asau
szhkan nidak ada sama sckali, Partisipasi masvarakal pada Pemerintaban Desa
«wema ini dirasakan belum maksimal, karenz  Pemerimahan Desa vang
semrralistikoschingga  rakyat senlabi-olab terpaksa  untuk  memberikan
samsipasinya Dengan demikian pembangunan vane direncanakan udak berjalan
seew=n bark.

Pada Femerintahan Desa kedidukan masyarakar banvak banya sebagai

s=eszkap dalam suatu sistem pemerintahan. Hal ini terjadi karena beniuk

semenintzhan vang berjalan tidak sesuai kondisi sosial budaya masvarakat nu



BAB VII

KESIMPLLAN

Berdasarkan uji Chi Square dan koefisien kontinzenst schasaimana telah

dijelaskan pada bab terdahulu. maka kesimpulan vang dapat diambii dari

penelitian ini adalah sebagai berikut

A, Kesimpulan

Drart pembabasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa

!_.I

Tingkat partisipasi masyrakat Nagari Gantung Cisi yang paling tingge
vakni pada tahapan voting pada pemilu, sedangkan pada tingkatan
lertart isu-isu pohuk, demonstrasi, pasif ormas, akif ormas, pasif dan
ekt parpol serta mencari dan menduduki jabatan sanust rendab

Dari wji ol sgeare antara tingkal  pendidikan dengan  tinzka
partisipasi politik pada masvarakat nagari Ganlung Ciri tidak terdapat
hubungan  sigmilikan antara keduanva  Tingkal pendidikan tidak
mempengarchi - seseorang dalam menentukan  tingkat partisipasi
politiknya. Tinggi pendidikan seseorang belum tentu tinggi jugs
tingkal partisipast poliknya dan begitu pula sehaliknva pendidikan
vang rendah tidak menentukan seseorang punya tingkat partisipasi
palittk yang rendah pula

Dart ugi ofw sgieare antasa jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi
polink pade masyarakat nagarn Gantung Cirl udak terdapa hubungan

signitikan anmtara keduanva, Jenis pekerjaan tidak mempenganiha



B. Saran

=2

seseorang dalam menentukan tingkat partsipasi politiknya. Semakin
bk bagus pekerjzan seseorang belum renty tingel juga tingkat
partisipasi politiknva dan begitu pula sebaliknya buruk/jeleknya
pekerjazn seseorang  tidak  menentukan  sescorann punya  fingkar
partisipasi pelitik yang rendah pula

Sedangkan dari uji ofi square antara tingkat penghasilan dengan
tingkat parusipasi pelitik pada  masvearakat nagari Gantune  Ciri
terdapat hubungan signifikan antara keduanya. Tingkat penghasilan
mempengarubl - seseocrang  dalam  menentukan  tingkat  partisipasi
politiknyva. Semakin tinggl penghasilan vang  dinuliki sescorang
semakin tinggi pula tingkat panisipasi politiknya dan begite puls
sebaliknya rendzhnya penghasilan seseorang maka akan rendah pula

tingkat partisipast pelitik yang dilakukanmva

Perlunya penelitian lebib lanjut tentang  tentang tinghatan partisipasi
politik terseboi

Perlunya  peran serta pemenntah memberikan  roang  kepada
masyarakal  sebingga dapat meningkatkan  partisipasi - politik

masyarakat
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